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ABSTRACT 

 

Media press are vulnerable to defamation cases, as happened in decision 

No.36/Pid.B/2015/PN.Lrt. From this decision a research will be conducted on how the 

criminal responsibility of the online press media bridges the occurrence of criminal acts of 

defamation and to find out how the judge judges the basis for giving a verdict. Normative 

Legal Research Methods used. The results of the research that the press must be 

responsible for the news published because in the news, there are often cases of 

defamation which result in criminal acts and results and in the judgment of judges in 

determining actions taken by public prosecutors based on article 310 paragraph (1) of the 

Criminal Code Jo Article 84 Paragraph (2) Law No.8 of 1981, Article 310 Paragraph (2) 

of Criminal Code Article 84 Paragraph (2) of Law No.8 of 1981, Article 311 Paragraph 

(1) of Criminal Code Article Jo Paragraph (2) of Law No. 8 of 1981. From research on the 

pattern of relations that must be held as a handle between the press, the public, and the 

government is a free and responsible press, and in making decisions on all aspects in it, 

accuracy, law, reasoning, mastery of material and formal problems. 
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PENDAHULUAN 
Persamerupakanamedia komunikasi 

yang mempengaruhiasikap dan prilaku 

masyarakat, kebutuhanamanusiaauntuk 

mendapatkan informasi tidakaterlepas 

dariamuncul dan berkembangnya 

persayangakemudianamasuk kedalam Hak 

Asasi Manusia (HAM) berdasarkan 

Pancasilaadan Undang-Undang 

Dasara1945.aPelaksanaan Hak Asasi 

Manusia (HAM) senantiasa disesuaikan 

dengan berbagaiasuatuapermasalahanadi 

dalam suatu negara.aSetiap negara 

mempunyai pandangan masing-

masingaterhadapaHak Asasi Manusia 

(HAM).aTetapiaapapunayangamenjadi dasar 

perbedaan, satu hal bahwa Hak Asasi 

Manusia (HAM)aitu mengakomodasi 

kebebasan. Kebebasanasetiapamanusia 

adalah hal mutlak sepanjang itu tidak 

mengganggu atau merugikanaorangalain. 

Hakayangadiberikanaolehakonstitusional 

atauaperlindunganahukumayang berkaitan 

denganamediaadan bahan-bahan yang 

dipublikasikanaseperti menyebarluaskan, 

pencetakanadanamenerbitkanasurat kabar, 

majalah,zbuku,zatauadalamamaterialalainnya 

tanpasadanyadcampuratanganaatau perlakuan 

sensorxdariapemerintahxdisebut kebebasan 

pers. 

Pemerintahan yang cerdas akan 

dimunculkan oleh kebebasan pers secara 

konseptual, bersih dan bijaksana. Berbagai 

peristiwa termasuk kinerja pemerintah akan 

dapat diketahui masyarakat melalui 

kebebasan pers, sehinggaamuncul 

mekanisme check and balance, kontrol 

terhadap kekuasaan,amaupunamasyarakat 

sendiri. Olehasebabsitu,apilarakeempat 

demokrasi, melengkapiceksekutif, legislatif, 

dan yudikatifsdapat dijuluki media. 

Meningkatkan kualitas demokrasi pada 

dasarnya adalah tujuan kebebasanapers. 



Mediaamasa dimungkinkan untuk 

menyampaikan beragam 

informasi,xsehinggaamemperkuat dan 

mendukungawargaanegaraauntuk berperan di 

dalamcdemokrasicatausdisebut civic 

empowermentxdenganckebebasanbpers. 

Kebebasanvpers tidak terlepas dari 

kesalahan yang memicu pada tindak pidana. 

Terdapatnyaskeadaan spikis tertentuspada 

seseorangzyangsmelakukanetindak pidana 

dansadanyashubunganxantara perbuatan 

yang dilakukan dengan keadaan tersebut, 

sehingga orangsituadapatadicelaskarena 

melakukan perbutandtadi adalah arti dari 

kesalahan menurut Simons. Dapat 

disimpulkan dari pendapat tersebut 

disamping melakukan tindak pidana ada dua 

hal sebagai berikut yaitu : 

1. Keadaanaspikisatertentu. 

2. Hubunganatertentuaantara keadaan 

spikis denganxperbuatan yang dilakukan 

hingga menimbulkanacelaan. 

Pengaturan tentang bagaimana 

mempertanggungjawabkan orangsyang telah 

melakukan tindakspidana telah diadakan 

sistem hukum modern denganaberbagaiacara. 

Karenazpendekatanzyangaberbedaamengenai 

caraabagaimanacsuatu sistem hukum 

merumuskanxtentang pertanggungjawaban 

pidana,xmempunyai pengaruhxbaik dalam 

konsepzmaupun implementasinyazoleh sebab 

itu dikatakan dengan berbagai cara. 

Masalah pertanggungjawaban pada 

kasusnya pertanggungjawaban pidana 

mempunyaizkaitan yang erat dengan 

beberapa halzyang cukupaluas. 

Dapatadipermasalahkan antaraslain : 

1. Adasatauxtidaknyaskebebasan manuasia 

untukzmenentukan kehendakaantara lain 

ditentukansoleh inderteminisme dan 

determinisme. 

2. Tingkat kemampuanrbertanggungjawab, 

mampu,dkurang mampu,satau tidak 

mampu. 

3. Batassumur untukddianggap mampucatau 

tidaksmampu bertanggungjawab. 

Tidak pidana sering kali terjadi 

dikehidupan sehari-hari seperti salah satu 

contohnya adalah pencemaran nama baik. 

Tindakapidana pencemaransnama baik 

melaluiqmedia elektronik semakin meningkat 

dan banyak ditangani oleh Kepolisian 

Republik Indonesia, hal ini tentu tidak bisa 

dibiarkan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 
Isi dari ketentuan hukumapidanavyang 

merupakansbagian dari hukum publik adalah: 

a. Adanyasancaman berupazsanksi pidana 

bagixyang melanggaralarangan aturan 

hukumapidana danalarangan melakukan 

perbutan-perbuatan tertentu yang 

menyertainya; 

b. Adanya sayrat-syaratatertentu yang 

mesti dipenuhizbagi yang melanggar 

dapat dijatuhkan sanksidpidana yang 

isinya adalah sebagai berikut : 

1. Kesalahant/tschuld. 

2. Pertanggungjawabandpidana pada 

diri sivpembuat / 

toerekeningsvadbaarheid. 

Dalamdhukum pidanaedikenal asasegeen 

straftzonder zchuld (tiadarpidana tanpa 

kesalahan), yang artinyatseseorang dapat 

dipidanasapabila perbuatannyadnyata 

melanggardlarangan hukumdpidana. Hal 

iniddiatur dalam pasal 44 

KUHPutentang tidaksmampu 

bertanggungjawab bagiasi pembuatsatas 

perbuatannyaxdan pasal 48 

KUHPxtentang tidakxdipidananya si 

pembuatxkarena dalamskeadaan daya 

paksar(overmacht) keduadkeadaan ini 

termasukwdalam “alasanepenghapus 

pidana” merupakan bagian dari bab II 

buku II KUHP. 

c. Adanya upaya danatindakan yangsmesti  

dilakukanwNegara terhadap tersangka / 

terdakwa melaluisaparat hukumdsebagai 

pelanggarfhukum pidanawdalam rangka 

ditentukannya jatuhan dan laksana 

sanksi pidana akan dirinya dan upaya-

upaya yang dapat dilakukan tersangka / 

terdakwardalam upaya mempertahankan 

hak-haknya (Prasetyo, 2014). 

Menurut pendapat Prof. Mulyatno, S.H. 

istilahaperbuatan pidanawmenunjuk kepada 

maknaradanya suatu kelakuan manusiawyang 

menimbulkandakibat tertentutyang dilarang 

hukumgdimana pelakunyagdapat dikenakan 

sanksirpidana. Kata perbuatan diartikan 

demikianrkarena itu tidak perbuatanralam, 

hanya manusia yangrdapat berbuatgdan 

hasilnya disebutdperbuatan. 

Selain itu,wkata “perbuatan” lebih 

menunjuk padawarti sikaptyang diperlihatkan 

seseorang yangdbersifat aktifd(yaitu 

melakukangsesuatu yang sebenarnya dilarang 

hukum), tetapigdapat jugarbersifat pasif 



(yaitu tidakgberbuat sesuaturyang sebenarnya 

diharuskangoleh hukum) (Prasetyo, 2014). 

Definisi tanggungjawab adalah 

menanggung segala sesuatu yang keadaannya 

wajib (boleh dituntut, dipersilahkan, 

diperkarakan kalau terjadi apa-apa). Teori 

tradisionalrmenjelaskan duarjenis tanggung 

jawab, yaitu pertanggungjawaban 

berdasarkantkesalahan (basedtongfault) dan 

pertanggungjawaban mutlakg(absolut 

responsibility) yang merupakan suatu 

perbuatanfmenimbulkan akibathyang 

dianggaprmerugikan olehtpembuat undang-

undangrdan adatsuatu hubungangantara 

perbuatangdengan akibatnya. Tanggung 

jawabrabsolut dalamgmasyarakat primitive 

tidakrmewajibkan parakindividu untuk 

melakukanrtindakan yanggdiperlukan guna 

menghindarigakibat darirtindakannya yang 

membahayakan telah diantisipasi dan 

diingini olehgsi pelakugatau ketika tidak 

dipenuhinya kewajibandyang diperlukan 

untuktmelakukan kehati-hatian (Fatmawati 

Octarina, 2018). 

Seseorang yang mampu dan sanggup 

mempertanggungjawabkan perbuatan yang 

telah dilakukan atau diperbuatnya karna telah 

melakukan suatu tindakan pidana maka 

barulah seseorang tersebut boleh dihukum 

sesuai dengan asas pertanggungjawaban 

pidanasyaitu tidakgdipidana jikawtidak ada 

kesalahanw(geen strafkzonder schuld ; actus 

nonhfacit reun nisikmens sircrea). Aturan 

hukumgyang melarang perbuatan disertai 

ancamanh(sanksi) yangdmerupakan pidana 

tertentu terhadap barangsiapa yang 

melanggar larangan itu. Dalamgpasal 44 

KitabpUndang-UndangkHukum 

Pidanag(KUHP) disebutkan, “Barangsiapa 

melakukanperbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, 

karenagjiwanya cacathdalam tumbuhnya atau 

jiwa yang terganggu karena penyakit tidak 

dipidana” (Fatmawati Octarina, 2018). 

Arti dari tanggungjawab menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, penuntutan, 

diperkarakan,gdan dipersalahkangsebagai 

akibatkdari prilaku sendirivatau pihakslain 

yang wajib ditanggungnya. Kemampuan 

yang diterima atau dipikul yangwtimbul dari 

kesadarangdan kemauangsendiri ataufakibat 

semata-matajsendiri disebut tanggung jawab. 

Bertanggunggjawab berarti mampu diterima 

dan dipikul hak serta kewajibannya dengan 

dasarhkebebasan (freebwill), bukan 

ditimbulkan karenagsuatu tekanan, 

keterpaksaan, ataukketidak berdayaan. 

Kebebasan dipembatasan inilahgyang 

kemudian disebutkdengan tanggunghjawab 

(Fatmawati Octarina, 2018). 

Pertanggungjawaban pidana  atas 

pemberitaan dalam media sosial merujuk 

pada peran dan status penggunanya, yang 

dalam disertai ini secara spesifik difokuskan 

pada wartawan sebagai insan pers pengguna 

media sosial. Kebebasan atau kemerdekaan 

pers menentukan terhadap dirigsendiri 

hakldan kewajibannyagtanpa adanyaftekanan 

keterpaksaan,wataugketidakberdayaan adalah 

perscyang bertanggung jawab. Pers yang 

bertanggung jawab hanya akan terjadi 

apabila terdapat kebebasan pers (freedom of 

press) karena tanpa kemerdekaan atau 

kebebasan, segala bentuk tanggung jawab 

perseakan bersifatksemu sebagaikmanifestasi 

tekanan, keterpaksaanwatau 

ketidakhberdayaan. Pemerintah ataupun 

pihak-pihak dominan tidak diperbolehkan 

menggunakan pers sebagai alat kekuasaan 

atau mengatur segala sesuatu mengenai 

kedudukan, peran, dan tanggung jawab pers 

tanpa memberikan hak yang diperlukan dan 

tanggung jawab pers tanpa memberikan hak 

yang diperlukan oleh pers karena hal tersebut 

justru akan membatasi kemerdekaan atau 

kebebasan pers. Konsep Negara demokrasi 

memberikan kebebasan atau kemerdekaan 

pada pers. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan 

pers, harus mendukung dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai demokrasi (the real 

democracy) bukan crypto democracy. 

Sehingga pers yangwsehat merupakan pers 

yangkmerdeka yang menjalankanatugas 

jurnalistikwsecara benar,gtepat, teratur,kdan 

tertib (Fatmawati Octarina, 2018). 

Dalam diputusnya suatu perkara majelis 

hakim memiliki kewajiban untuk memberi 

pertimbanganwbaik pertimbangankyuridis 

maupunbpertimbanganksosiologis. 

Dalam persidangan terbukawhakim 

mengucapkan pernyataan yangkdapat berupa 

pemidanaanwatau bebas,katau terlepas akan 

tuntutanwhukum dalamchal danrmenurut 

Undang-Undang ini yang mengatur caranya 

adalah bunyi dari Pasal 1 Angka 11. 

Dalam halMpertimbangan yuridis 

majelis hakim biasanya 

mempertimbangankan hal dan dasar-dasar 

yangBmenyebabkan diperberatnyaMpidana 



danHjuga sebaliknya apaFyang 

menjadiKdasar-dasar yang menyebabkan 

diperingannya suatuNpidana. 

SedangkanMdalam pertimbangan 

sosiologisRmajelis hakimGdalam memutus 

perkaraRselalu memperhatikanHfaktor-faktor 

sebagaimanaDdirumuskan dalamKpasal 52 

KUHAPmyang dapatRdiperoleh dalam 

proses pemeriksaanKdi persidangan terutama 

keterangan terdakwa yang 

mempertimbangkanKantara  lain : 

1. KesalahanKyang dilakukanKoleh pelaku 

tindakRpidana; 

2. MotifKdan tujuanDmelakukan tindak 

pidana; 

3. CaraKmelakukan tindakWpidana; 

4. SikapKbatin dan perasaanCpelaku tindak 

pidanaKpada saatCmelakukan 

perbuatan; 

5. RiwayatFhidup danZsosial ekonomi 

pelakuCtindak pidana; 

6. SikapRdan tindakanGpelaku tindak 

pidanaKsetelah melakukanRperbuatan; 

7. PengaruhJpidana terhadapTmasa depan 

pelakuWtindak pidana; 

8. PandanganMmasyarakat terhadap 

perbuatanKpidana yangKdiperbuat; 

9. PengurusanEterhadap keluargaBkorban 

danFpelaku tindakWpidana; 

10. BagaimanaKproses terjadinya perbuatan 

pidanaB(berencanaRatauMtidak). 

DalamKhal hakimBmenjatuhkan pidana 

kepadaDseseorang makaKwajib diperoleh 

atauTdipenuhinya sekurang-kurangnyaKdua  

alatMbukti yangLsah yangFperoleh secara 

benarGsesuai denganBmekanisme dan 

peraturanWperundang-undangan yang 

berlakuBditambah denganHkeyakinannya 

akan benar-benar terjadinya suatu tindak 

pidana serta terdakwalahFsebagai 

pelakuBdan bersalahfdalamfmelakukannya.  

Mengenaikpembuktian perkaratpidana di 

persidanganrwajib mengacugkepada 

prosedur hukumracara yangaberlaku 

dalamaKUHAP dengandmenelaah 

danemenilai danekemudian 

menyimpulkanemengenai alat-alat bukti yang 

diajukanadalam persidanganesebagaimana 

dimaksudwdalam Pasale184 ayati(1) 

KUHAP berupai(1) keterangadsaksi, 

(2)iketerangan ahli, (3)isurat, (4)ipetunjuk 

dan (5) keterangan terdakwakdan/atau 

mempertimbangkanejuga alatubukti 

laineyang diaturedan ditentukan lainadengan 

unang-undangekhusus (lex specialist). 

METODE PENELITIAN 

Jenis Dan Sifat Penelitian 

Dalam tulisanHini menggunakanGkajian 

metodeKpenelitian hukumWnormatif adalah 

melakukan penelitianEdengan caraSdata 

skunder/studiHkepustakaan. HukumEyang 

tampakEdalam pelaksanaanE(law inRaction) 

atauRpenelitian pelaksanaanEhukum, atau 

hukum yangabergerak (rechteineaction) 

disebut penelitianehukum dalam arti kongkrit 

(Muhdlor, 2012).  

Penelitian kepustakaan atau disebutejuga 

penelitianehukum normatif adalahepenelitian 

yangakajian studinyarmenggunakanranalisis 

kualitatifeyaitu menerangkanedata-data 

berbentukekata maupunekalimat dan kajian 

studinya terhadap dokumen, sedangkan 

kuantitatif berbentukvangka. Lainedengan 

penelitianehukum 

empiris,upenelitianehukum normatifelebih 

mengutamakan menceritakan hukum sebagai 

disiplin preskriptif hukum hanya dilihat dari 

sudut pandangnya  norma-norma, yang 

bersifat preskriptif (Sonata, 2014). 

 

Jenis Data 
Sumberedata yang digunakanEdalam 

penelitianeini adalah sumberadatadskunder 

dikarenakan mengingatabahwa yang dikaji 

penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukumenormatif 

(deskriptif).RDengan demikian, 

penelitifmelakukan penelitian denganecara 

mengumpulkanedata melalui 

mediafperantara sepertifdokumen, surat-surat 

resmi,wbuku-buku, perundang-undangan, 

jurnal,gdan lain-lain. Melaluirpengumpulan 

datakskunder, penelitifdapat lebih 

menghemat waktuwapabila 

dibandingkanedengan mengumpulkanedata 

primer,ekarena pengumpulanEdata 

skunderemudah diperoleh melaluigbahan 

kepustakaaneatau literatur yangebersentuhan 

langsungadengan objek penelitian. 

 

Alat Pengumpulan Data 
Dalam hal ini studi kepustakaan adalah 

yang pertama menjadi alat pengumpulan data 

yaitukmengkaji informasirtertulis berkaitan 

denganehukum agar diperolehnyaddata 

denganedilakukannya berbagaigkegiatan 

studigdokumentasi. Kedua yaitu studi 

dokumenedalam penelitianeini artinya 

mengkajifkabar  tertulisetentang hukum, 

yang tidakediumumkan kepadagkhalayak 



umum namunemasih tetapedibolehkan 

diaksesedan diketahuifoleh pihaketertentu. 

 

Metode Analisis Data 
Dalamepenelitian inifanalisis data yang 

digunakan adalah analisisekualitatif yaitu 

menganalisisedan mengkonstruksikaneobjek 

penelitianemenjadi lebihajelas karenafuntuk 

mengetahuifmakna yangetersembunyi, 

mengembangkan teori, memahamifinteraksi 

sosial,ememastikan kebenaranedata, serta 

menelitifsejarah perkembangannya 

menggunakan penelitian kualitatif. 

Dalamehal ini,epenelitian dengan 

analisis kualitatifemenginterpretasikan 

datafyang terdapatedalam perundang-

undanganedengan mengartikan istilah atau 

kata-katafdalam peraturaneperundang-

undangan yang sesuai denganekaidah 

hukumetata bahasafuntuk dapatememperjelas 

danememperluas cakupan suatufketentuan, 

dan mengambilekesimpulan agar 

memperolehegambaran yangejelas 

terhadapejawaban darifpermasalahan yang 

dibahasedalamepenelitian. 

 

Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitianeterdahulu yang 

berkaitanedan berhubunganedengan 

Penegakanahukum Pidanafkhususnya yang 

berkaitanwterhadapepidana mediafpers yang 

peneliti kajifdan telitifantara lain : 

1. Berdasarkanepenelitian (Rahmawati & 

Abdul Gani, 2011) dalameJurnal ISSN 

No. 2085-0212 Volumef1 No. 4 

Junir2011 denganajudul 

“Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Delik Pers” diperoleh bahwa 

karena adanya pelanggaran yang 

dilakukan oleh Insan Pers, sedangkan 

pemeriksaan perkara sering tidak ditindak 

lanjuti, lama-lama pers dapat bertindak 

tanpa kontrol dan menyiarkan berita-

berita tanpa memperhatikan kode etik 

jurnalistik, sehingga dapat merugikan 

nama baik seseorang. Terhadap hal 

demikian, maka delik pers diharapkan 

menjadi efek penjera agar tindak pidana 

pers tidak terulang kembali, dan 

masyarakat pun tidak apatis dan akan 

senantiasa yakin hukum dapat ditegakkan 

(Rahmawati & Abdul Gani, 2011).  

Dengan melihat judul diatas yang 

membahas tentang pertanggungjawaban 

pidana terhadap delik pers, makafdapat 

diketahuirperbedaan mendasareantara 

penelitianeyang akanepenulis angkat 

tentang pertanggungjawaban pidana 

media pers online pada 

kasusepencemaranenama baikepada 

putusanaperkara nomor : 

36/Pid.B/2015/PN Lrt.  

Dalameskripsi ini fokus pembahasan 

peneliti adalah bagaimana 

pertanggungjawaban pidana media pers 

online yang menjembatani terjadinya 

tindak pidana pencemaramn nama baik 

danahal-hal yangamenjadi pertimbangan 

hakimedalam memutuseperkara kasus 

pencemaran nama baik dalamaputusan 

perkarafnomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt. 

2. Berdasarkanepenelitian (Puji Mulyono, 

2017) dalameJurnal ISSN No. 2356-4962 

Volumef8 No. 2 Desember 2017rdengan 

judul “Kebijakan Formulasi Tindak 

Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam 

Bidang Teknologi Informasi” diperoleh 

bahwa pencemaranenama baikudan/atau 

penghinaaneyang diaturedalam hukum 

positifekurang memenuhi rasafkeadilan 

danekemanfaatan bagi masyarakat, karena 

belumejelas danctegas rumusaneperaturan 

itufjustru malahabanyak menimbulkan 

permasalahanusosial bahkanemenjadi 

konflikesosial horizontal. Ketidak jelasan 

danaketegasan rumusanadelik karena 

hanyahmenyebut unsuradeliknya tanpa 

menjelaskanarumusan jelasedi sifat 

melawanahukumnya. Apabila 

berdasarkan padafsifat umum pencemaran 

namafbaik dalamaKUHP danadiluar 

KUHPamaka rumusanedelik 

pencemarananama baik hadirasebagai 

bentukehukum melindungi 

danamenghormati harkatamartabat 

manusia.rRKUHP mengaturadelik 

pencemarananama baikadengan lebih 

jelas  denganamemasukkan syaratakhusus 

karenasdelik pencemarananama baik 

digunakanekarena menimbulkan keonaran 

dalamemasyarakat. Olehakarena itu 

diperlukanaaturan jelasamengenai tindak 

pidanafpencemaran namafbaik agaratidak 

menimbulkanakeresahan danakonflik 

sosialadalam masyarakat (Puji Mulyono, 

2017). Denganemelihat judulediatas yang 

membahasatentang kebijakanaformulasi 

tindakapidana pencemarananama baik 

dalamabidang teknologifinformasi, maka 

dapatediketahui perbedaanamendasar 



antarafpenelitian yangsakan penulis 

angkatatentang pertanggungjawaban 

pidana media pers online pada kasus 

pencemarananama baikepadafputusan 

perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.  

Dalamaskripsi inidfokus pembahasan 

peneliti adalah bagaimana 

pertanggungjawaban pidana media pers 

online yang menjembatani terjadinya 

tindak pidana pencemaramn nama baik 

danehal-hal yangamenjadi pertimbangan 

hakimadalam memutuseperkara kasus 

pencemaran nama baik dalam putusan 

perkarafnomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt. 

3. Berdasarkanapenelitian (Tian Mada, 

2014) dalamaJurnalaISSN No. 0853-

8964, Januari-Juni 2014 dengan judul 

“PenyembunyianeIdentitas Pelaku 

TindakaPidana OleheInsan Pers 

MenurutaKUHP daneUU Nomord40 

Tahune1999 TentangaPers” diperoleh 

bahwa perbuatanainsan persayang 

menyembunyikan identitass pelakuftindak 

pidanafterhadap dilakukannyarinvestigasi 

kasuswkriminal tetapadikatakan pidana 

apabila terhadap wawancara yang 

dilakukannya tersebut tidak dilaporkan 

kepada pihak yang berwenang ataufaparat 

penegakwhukum dalamahal inisadalah 

kepolisian.wPasal 4 ayat 4 UU Pers yang 

mengatur hak tolak yang dimilki insan 

pers akan tetap terhadap pasal tersebut, 

tidak ada disebutkan hak tolak yang 

digunakan untuk narasumber yang 

merupakan pelaku kejahatanaserta 

insanapers tidaketermasuk 

pengecualianaorang dalamapasal 166 

KUHP, dan syarateserta katergori insan 

persadapat digunakan haketolak diedalam 

pasalf(5) dane(7) kode etik jurnalistik 

untuk dijadikan pedomanakedua insan 

pers dalam melaksanakanatugas dan 

profesinyafsetelah UU Pers (Tian Mada, 

2014).  

Dengan melihat judul diatas yang 

membahas tentang penyembunyian 

identitasapelaku tindakapidana olehainsan 

pers menurutaKUHP danaUU  nomore40 

tahuna1999 tentangapers, makafdapat 

diketahuisperbedaan mendasardantara 

penelitianeyang akanapenulis angkat 

tentang pertanggungjawaban pidana 

media pers online pada 

kasusapencemaran nama baikepada 

putusanaperkara nomor : 

36/Pid.B/2015/PN Lrt.  

Dalamaskripsi ini fokus pembahasan 

peneliti adalah bagaimana 

pertanggungjawaban pidana media pers 

online yang menjembatani terjadinya 

tindak pidana pencemaramn nama baik 

danehal-hal yangamenjadi pertimbangan 

hakimadalam memutusaperkara kasus 

pencemarananama baikedalam putusan 

perkararnomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt. 

4. Berdasarkanapenelitian (Nurlatifah, 2018) 

dalamaJurnal ISSNaNo. 1979-2522 

Volumer11 No. 1,  April 2018adengan 

judul “PosisiwUndang-Undang Pers 

IndonesiarDalam EkosistemaMedia 

Digital”wdiperoleh bahwa melalui 

eksplorasi yang dilakukan selama 

penelitian, terdapat sejumlah kesimpulan 

berkaitan dengan dua pernyataan utama. 

Pertama, Undang-Undang pers menjadi 

satu-satunya Undang-Undang yang 

berbicara mengenai pers dan kebebasan 

berpendapat, termasuk yang terjadi pada 

media online. Akan tetapi Undang-

Undang pers tidak berdiri sendiri, karena 

dalam praktiknya secara normatif undang-

undang pers membutuhkan undang-

undang lainnya untuk menghasilkan 

kebijakan media yang komprehensif. 

Kedua, berkaitan dengan posisi Undang-

Undang Pers di Indonesia dilihat dari sisi 

kasus, undang-undang pers belum muncul 

sebagai rujukan aturan pidana maupun 

perdata atas berbagai kasus pers online 

yang terjadi di Indonesia. Perbuatan pers 

yang dianggap sebagai perbuatan 

pencemaran nama baik masih banyak 

yang merujuk aturan delik pers yang 

tercantum dalam KUHP, yaitu pasala310, 

pasala311, pasala315, dan pasal 156 

KUHP. Perbuatan pers online yang 

dianggap sebagai bagian dari bentuk 

pencemaran nama baik melalui media 

online dan dianggap sebagai transaksi 

informasi dijerat dengan pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Nurlatifah, 2018). 

Denganamelihat juduladiatas yang 

membahasatentang posisifundang-undang 

perseIndonesia dalamaekosistem media 

digital,smakasdapatadiketahui perbedaan 

mendasareantara penelitianeyang akan 

penulis angkat tentang 

pertanggungjawabanapidana mediawpers 



onlinefpada kasusapencemaran namafbaik 

pada putusan perkara nomor : 

36/Pid.B/2015/PN Lrt. 

Dalameskripsi inisfokus pembahasan 

peneliti adalah bagaimana 

pertanggungjawabanrpidana media pers 

online yang menjembatani terjadinya 

tindak pidana pencemaramn nama baik 

danehal-hal yangamenjadi pertimbangan 

hakimedalam memutusaperkara kasus 

pencemaran nama baik dalam putusan 

perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt. 

5. Berdasarkanapenelitian (Djanggih & 

HipanNasrun, 2016) dalamaJurnal ISSN 

No. 2579-8561 Volumed18 No. 1, Maret 

2018 denganejudul “Pertimbangan 

Hakim DalamaPerkara Pencemaran 

NamarBaik MelaluifMedia Sosial 

(Kajian Putusan Nomor : 

324/Pid./2014/PN.SGM)” diperoleh 

bahwa Putusan pengadilan Negeri 

Sungguminasa nomor : 

324/Pid.B/2014/PN.SGM telahamemutus 

terdakwafdengan hukumanapenjara 8 

(delapan)rbulan. Atasdputusan tersebut, 

terdakwadtelah terbuktirsecara sahadan 

meyakinkan melakukan pencemaran 

nama baikemelalui mediafsosial. 

Ataswputusan tersebuteditemukan 

bahwafhakim mampu menggalidnilai-

nilai adat budaya setempat (Bugis-

Makasar). Dalamupertimbangan 

tersebutehakim telah menjalankan 

amanah perundang-undanganwbahwa 

nilai-nilai hukumhdan rasadkeadilan 

hidupadalam masyarakatrwajib 

digali,cdiikuti, dan dipahamisoleh hakim. 

Dengan demikian putusanahakim 

yangedikaitkan dengan teorifpembuktian  

negatif terhadap putusan hakimeyang 

dijatuhkanaberkaitan dengan 

teorigpembuktian negatif,ebahwa putusan 

hakim yang dijatuhkan unsur-unsur 

hukum dananon hukumamenjadikan 

keyakinan kuateoleh hakimamemutus 

terdakwa secarafsah terbuktifmelakukan 

kasus pencemaranenama baikemelauli 

meida sosial. Namunrterhadap 

putusangtersebut tidakamenjadikan 

hukumaadat Bugis-Makassar 

sebagairdasar penjatuhan pidana 

(Djanggih & HipanNasrun, 2016). 

Dengan melihat judul diatas yang 

membahas tentang pertimbanganahakim 

dalamaperkara pencemarananama baik 

melaluifmedia sosialr(kajian putusan 

nomor : 324/Pid.14/PN.SGM), maka 

dapat diketahuirperbedaan 

mendasaraantara penelitianeyang 

akanepenulis angkat tentang 

pertanggungjawaban pidana media pers 

online pada kasus pencemaran nama baik 

pada putusan perkara nomor : 

36/Pid.B/2015/PN Lrt. 

Dalamaskripsi inirfokus pembahasan 

peneliti adalah bagaimana 

pertanggungjawaban pidana media pers 

online yang menjembatani terjadinya tindak 

pidana pencemaramn nama baik danahal-hal 

yangamenjadi pertimbangan hakimedalam 

memutusaperkara kasus pencemaran nama 

baik dalamaputusan perkarabnomor : 

36/Pid.B/2015/PN Lrt. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pertanggungjawaban Pidana Media Pers 

Online Dalam Kasus Pencemaran Nama 

Baik  
Perseyang bebasadan bertanggungjawab 

memgang perananapenting dalam masyarakat 

demokratis. Salahasatu saranafbagi warga 

negarafuntuk mengelurakanrpikiran serta 

pendapatadan memilikifperanan penting 

dalamanegara demokrasifadalah pers. Untuk 

itu pers merupakanralat untuk menjalankan 

prinsip demokrasi. 

Di Indonesia masalah pers merupakan 

masalah yang sangat penting, merdeka atas 

menyatakan pendapat, mendapatkan 

informasi dan menyampaikan, berasal atas 

kedaulatanarakyat danamerupakan 

HakaAsasi Manusiardalam 

kehidupanebermasyarakat, berbangsahdan 

bernegararyang demokratis. 

UUNDRI 1945 yang telah diamandemen 

mengakomodasi nilai-nilai kebebasan 

berpendapat diaturadalam pasala28, pasala28 

E ayat (2) danr(3) sertagpasal 28 F, sebab itu 

kebebasanamengemukakan pendapatedan 

kebebasaneberpikir telahadiakui negara 

merupakanabagian darifperwujudan negara 

yangademokratisrdanaberdasarkan atas 

hukum walaupun demikian,rinsan persatetap 

wargafnegara Indonesianbiasa yangatetap 

tundukaatas hukumayang berlaku di 

Indonesia. Asasapersamaan di hadapan 

hukum atau equality before law 

bagaimanapun juga tetap berlaku terhadap 

semua warga negara Indonesia termasuk 

insan pers. UUDNR1945 yang telah 



diamandemen juga mengatur tentang asas 

persamaan di hadapanahukum yangeterdapat 

dalamapasal 27rayat (1) danapasal 28Drayat 

(1) 

Masalahautama dalamapemberitaan pers 

adalahajika pemberitaanapers digunakan 

sebagaifalat untukamenfitnah ataufmenghina 

seseorangaatau institusifdan tidak 

mempunyai nilaifberita (news) dan didalam 

beritaftersebut terdapatsunsur 

kesengajaanadan unsur kesalahanayang 

memnuhiaunsur-unsur tindak pidana. 

Jadifyang perlufditekankan disniradalah 

pidanastetap pidanastetap harustdiberlakukan 

terhadaprpelaku yangadengan sengajafyang 

melakukanrtindak pidanarpers dengan  

menggunakan pemberitaan pers sebagai 

mediardalam melakukanrtindakan tersebut. 

Jadisyang perluaditekankan disnidadalah 

pidanartetap pidanadtetap 

harusadiberlakukan terhadapapelaku 

yangadengan sengajaryang melakukanrtindak 

pidanaspers dengan  

menggunakanapemberitaan persasebagai 

mediavdalam melakukanatindakan tersebut. 

Salah satu contoh tindakapidana 

pencemaranenama baikemelalui mediarpers 

online pada putusan nomor 

(36/Pid.B/2015/PN Lrt) dalam putusan ini 

Rosnawati H.M. Jafar Alias Ros terbukti 

secararsah melakukanftindak pidana 

“pencemaran nama baik” sebagaimanafdan 

dijatuhkan pidana  penjara 1 (satu) tahun  

berdasarkanepasal 310 ayate(2) KUHP Jo 

Pasal 84  ayatr(2)  UU No.8 tahun 1981.  

Tindak pidana pencemaranenama baik 

diaturadalam pasala310 sampaifdengan pasal 

321 KUHP jo.Pasala27 ayata(3) UU 

ITEryang menjelaskanebahwa dalam 

teknologi informasi setiap orang berhak 

untuk mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik tetapi di dalam pasal 

yang sama disebutkan bahwa disetiap proses 

tersebut tidak diperbolehkan mengandung 

muatan yang melanggar kesusilaan, 

muatanrperjudian, muatan 

penghinaanadan/atau pencemarananama 

baik, dan muatanepemerasan dan/atau 

pengancaman. Pasala27 ayata(3) UU ITE 

merupakan lex spesialis dari KUHP karena 

mengatur kaidah hukum baru, yaitu mengatur 

tentang pencemaran nama baik dengan media 

internet sehingga pasal 27eayat (3)rmengacu 

kepadafunsur-unsur penghinaan/pencemaran 

namasbaik padarKUHP denganetambahan 

saranafinternet sebagaidmedianya.  

Pers adalah jembatan anatara pemerintah 

dan masyarakat, disisi lain kinerja interaksi 

yang bersifat vertikal tersebut meletakkan 

posisi pers berada di bawah pemerintah. Hal 

ini berlaku juga untuk hubungan vertikal 

yang bersifat instruktif structural bukan 

secara timbal balik fungsional. Sebagai 

akibat dari interaksi yang tidak proporsional 

antara pers dengan pemerintah menyebabkan 

posisi pers serba dilematis. Jika pemerintah 

melakukan tindakan sewenang-wenang 

terhadap pers, maka pers dapat saja berteriak 

atau justru diam. Sementara apabila 

kekuasaan pemerintah sewenang-wenang 

terhadap masyarakat, mungkin pers hanya 

bisa terdiam. Atau pers yang dengan 

sendirinya melakukan tindakan sewenang-

wenang melalui halaman redaksian yang 

dikuasainya terhadap pihak yang tidak 

berdaya. Pola hubungan yang harus dijadikan 

pegangan antara pers dengan masyarakat dan 

pemerintah adalah pers yang bebas dan 

bertanggung jawab. 

 

PertimbanganaHakim DalameMemutus 

PerkaragNomor : 36/Pid.B/2015/Pn.Lrt  
Dalamamenentukan suatudperistiwa atau 

perbuataneyang patutsdiduga sebuahwtindak 

pidanafdapat dilihatadari perspektifaPidana 

Materilabaik PidanafUmum yangediatur 

dalamaKUHP maupunaPidana Khususayang 

ditetapkanaoleh Undang-undangakhusus (lex 

sepecialist) begiturjuga denganaperbuatan 

yangetermasuk dalamakategori 

mediadonline. 

PertimbanganaHakim dapatadibagi 

menjadiadua kategori,wyaitu: 

a) Pertimbanganahakim yangaberdasarkan 

fakta-fakta yuridis yang diungkap 

terhadap persidanganadan olehaUndang-

Undang menetapkanasebagai haledidalam 

putusan harusadimuat. Berikuteadalah 

hal-hal yang dimaksud : 

1) Dakwaanajaksa penuntutaumum  

2) Keteranganrterdakwa  

3) Keteranganvsaksi 

4) BarangsBukti 

5) Pasal-pasalwdalam 

peraturanwhukum pidanaedalam 

praktekspersidangan. 

b) Pertimbanganayang bersifatanon yuridis 

1) Latarabelakang perbuatanaterdakwa 



2) Akibataperbuatan terdakwa 

3) Kondisiadiri terdakwa 

4) Agamarterdakwa 

Makasdalam prosesapenegakan hukum 

suatudperistiwa atauaperbuatan yangadiduga 

sebuahatindak pidanagmaka aparatapenegak 

hukumaharus mampuddengan jelifdan 

matang dalamxmentapkan bahwaehal 

tersebutatelah melanggarasuatu unsurapidana 

materil Undang-undangayang ada dengan 

mempertimbangkanrazas-azas hukumayang 

adaryang berkaitan denganahukum pidana 

dan pertanggungajawaban pidana. 

Penegakanahukum terhadapapencemaran 

namafbaik yang eratakaitannya 

denganamedia onlinerdan 

dimungkinkanabersinggungan dengana2 

(dua)sundang-undang sekaligus 

maupunasendiri-sendiri baikeitu Kitab 

Undang-UndangaHukum Acara Pidana 

(KUHP) danaUndang-Undang Nomora11 

Tahun 2008 tentangeInformasi 

danaTransaksi Elektronika,ssehingga 

diperlukanaprinsip kehati-hatianedalam 

penerapannyanuntuk 

memberikanakemanfaatan, kepastianedan 

keadilanehukum bagiasemua pihake(pelaku, 

korbanadan masyarakataumum).  

1. KitabaUndang-Undang HukumaPidana 

(KUHP)adalam menetapkan dasaradasar 

patut dipidananya perbuatan bersifat 

positivis yang  artinya harus 

mencantumkan dalam Undang-

Undangr(azas legalitasaformal) 

makaskitab tersebutatidak diberikannya 

tempatauntuk hukumayang hidupadi 

antarasmasyarakat yangatidak 

tertulisadalam perundang-undangan  

(Saepullah, 2016). 

 

SIMPULAN 
Berkaitan dengan pembahasan yang 

berkenaan dengan pertanggungjawaban 

pidana media pers online yang menjembatani 

terjadinya pidana pencemaran nama baik, 

maka perlu dipahami bahwa Pers adalah 

jembatan antara pemerintah dan masyarakat, 

disisi lain kinerja interaksi yang bersifat 

vertikal tersebut meletakkan posisi pers 

berada di bawah pemerintah. Hal ini berlaku 

juga untuk hubungan vertikal yang bersifat 

instruktif structural bukan secara timbal balik 

fungsional. Sebagai akibat dari interaksi yang 

tidak proporsional antara pers dengan 

pemerintah menyebabkan posisi pers serba 

dilematis. Jika pemerintah melakukan 

tindakan sewenang-wenang terhadap pers, 

maka pers dapat saja berteriak atau justru 

diam. Atau pers yang dengan sendirinya 

melakukan tindakan sewenang-wenang 

melalui halaman redaksian yang dikuasainya 

terhadap pihak yang tidak berdaya. Pola 

hubungan yang harus dijadikan pegangan 

antara pers dengan masyarakat dan 

pemerintah adalah persayang bebasadan 

bertanggungajawab. Dalam hal ini media 

pers juga harus bertanggungjawab atas 

pemberitaan yang mereka muat, sebuah 

kebebasan untuk dilaksanakan tugas yang 

diberikan, akan tetapifpada akhirnyaftidak 

bisa dilepaskan dirinyafdari resultante 

kebebasan bertindak, merupakan panutan 

agar dilaksanakan secara layak apa yang 

diwajibkan terhadapnya adalah defenisi 

pertanggungjawaban. Pandangan ini sesuai 

dengan pengertian taggung jawab 

berdasarkan Ensiklopedia Administrasi 

sebagai sebuah keharusanwseseorang 

untukamelaksanakan secararlayak aparyang 

telahsdiawajibkan kepadanya. 

Putusanahakim merupakanamahkota 

atau puncakadari suatufperkara yangadiadili 

oleh hakim. Dalamamenjatuhkan 

putusanahakim harus memperhatikan segala 

aspek didalamnya,vkehati-hatian, 

kecermatan, legal reasoning,vpenguasaan 

hal-halamateriil maupunaformil. 

Putusanayang dibacakan oleh 

hakimadiharapkan akanadapat diterimafoleh 

berbagairpihak yangaberperkara danabahkan 

bisafdigunakan sebagaigpedoman atau 

dijadikanryurisprudensi olehshakim-hakim 

yangalain yangamempunyai ataufmenangani 

perkararsejenis, walaupunahal tersebutatidak 

wajib. Fundamentaladalam pencarian 

kebenaaranamateril tentufsaja adalah 

Keadilan,ymaka dalamfPutusan yang 

dikeluarkanroleh hakimsharuslah lebih 

mengedepankanakeadilan selainajuga harus 

mempertimbangkanaKemanfaatan dan 

KepastianaHukum bagirpara 

pencarirkeadilan di Persidangan. 
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